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ABSTRAK
(Ana Ramadhona, Program [lmu Hukum Pascasarjana Unand, 110 halaman, 2010)

Perselisihan di bidang hubungan industrial dapat terjadi mengenai hak yang telah
Zitetapkan, mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam
cerjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-
mndangan maupun yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Segala
perselisihan dalam hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja dapat diselesaikan dengan cara
~partit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai
Zengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
“obungan  Industrial. Tujuan adanya campur tangan pemerintah dalam bidang
e=tenagakerjaan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil sehingga tidak ada
== pihak yang merasa dirugikan.

Permasalahan penelitian 1m  terdini atas (1) bagaimanakah penyelesaian
se—=zlisihan hubungan industrial melalui bipartit dan tripartit di Kota Padang, (2) apa
=z = kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan bipartit dan tripartit
s=—= cara pemecahannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris vaitu penelitian tentang

= zksanaan hukum khususnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

—== penelitian dikumpulkan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh
==nalisis secara kualitatif,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan
=estmial di Kota Padang dilakukan melalui upaya bipartit dan tripartit, dari jumlah kasus
sz diselesaikan terlihat bahwa para pihak lebih banyak memilih penyelesaian
semsclisihannya melalui tripartit yaitu mediasi dengan bantuan mediator dari pada
semiclesalan  perselisihan  melalui  bipartit dan PHI.  Pelaksanaan penyelesaian
semseisihan hubungan industrial melalui bipartit dan tripartit di Kota Padang belum
sesz= dengan UU No. 2 Tahun 2004 karena masih memberikan pengecualian-
seccecualian terhadap beberapa kasus dengan tujuan untuk mempermudah para pihak
":f'_f‘.'.'.p'd_h jalan damai. Kendala-kendala yang dihadapi para pihak vaitu: buruh

=merma saja keputusan pengusaha/perusahaan karena takut sanksi, keluhan pekerja
= ditanggapi pihak pengusaha/perusahaan, sebahagian pengusaha tidak mempunyai
“sC baik, pengusaha gengsi untuk mengakui kesalahan, buruh mudah terpengaruh oleh
moze lain, pekerja tidak disiplin, buruh/pekerja  banyak menuntut kepada
semzoszha/perusahaan, minimnya pemahaman buruh terhadap UU ketenapakerjaan,
semoolan sering diabaikan oleh pihak pengusaha, pihak pengusaha minta penurunan
sesameon, jumlah mediator kurang mencukupi, mediator tidak mempunyai upaya paksa.
= S "-:'necahannya yaitu: pengarahan tentang peraturan perundang-undangan, para
=k —en igedepankan perdamaian, hadir dalam setiap panggilan, pemerintah melakukan

Sz dan pemenntah menempatkan mediator disetiap Kabupaten/Kota.
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PENDAHULUAN

. Latsr Belakang Permasalahan

Setiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun
= Zzlam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan
t=masama, tolong menolong, bantu membantu untuk memperoleh keperluan
=iopnya. Di dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari, seringkali keperluan itu
s===n serta sepadan satu sama lain sehingga kerjasama tujuan manusia untuk
memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Tetapi, kepentingan-
‘spemtingan itu sering kali pula berlainan bahkan ada juga bertentangan, sehingea
=== menimbulkan pertikaian yang dapat mengganggu keserasian hidup bersama.
“wi=m hal ini orang atau golongan yang kuat akan menindas orang atau golongan
==z lemah untuk dapat memaksakan kehendaknya. Apabila ketidak-seimbangan
“ufwmzan masyarakat yang meningkat pada perselisihan tersebut dibiarkan. maka
“am  menimbukan perpecahan dalam  masyarakat. Oleh karena itu dalam
“=wicannya masyarakat tersebut harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-

Seems staupun peraturan-peraturan yang ada di dalam masvarakat tersebut,

“zlam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat satu dengan vang lain tidak
s Zam persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk keluhan,
“omk maupun sengketa, yang diakibatkan oleh serangkaian interaksi sosial antar

“Scoeiz masyarakat itu sendiri, Pengelolaan persoalan perselisihan yang terjadi dalam

S=tfisen masyarakal satu dengan  yang lain  berbeda tingkat dan  corak




senvelesaiannya. Dalam masyarakat sederhana, seperti masyarakat  perdesaan
——umnya, dimana hubungan sosial antar orang perseorangan atau antar kelompok
~2zk begitu kompleks menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial antara orang yang
5271 dengan yang lain jarang sekali ada perselisihan, meskipun terjadi perselisihan
seovelesaiannya pun sangat sederhana seperti mengusir, menjauhi, sindiran, dan
—enghindar. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana tidak
se=== merta dilakukan secara formal dan melibatkan aturan-aturan tertulis. Ini berbeda
Z==zan kehidupan masyarakat sangat kompleks, seperti msyarakat di perkotaan.
“==zelolaan penyelesalannya juga rumit, meskipun infrastruktur ditingkatkan, bahkan
sime=struktur seperti lembaga ekstra yudisial diterbitkan, persoalan-persolan hukum
7= teap bermunculan. Dalam kasus-kasus yang diselesaikan melalui peradilan
“o==l ternyata perkara semakin hari semakin menumpuk, penyelesaiannya pun
me=outuhkan waktu lama, birokrasi berkepanjangan dan sebagian keputusan akhir

Siizs memuaskan banyak pihak.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses.
“ees penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian
Semizmoeng proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar
seme=cian. Orang tidak mudah menghapus citra bahwa dalam proses peradilan
S umumnya memiliki kelemahan. Pertama, proses peradilan berlangsung atas
= cermusuhan atau pertikaian antar pihak vang bersengketa mengingat pihak satu
‘Sowsisiian secara berseberangan dengan pihak lain. Proses peradilan seperti itu akan

_-:r.r._'i:a-:':_'}:-.n bentuk penyelesaian yang menempatkan para pihak secara

=mimeriozsy, dimana pihak satu sebagai pemenang dan sebaliknya pihak lain
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